KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1)
huruf (h) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah menyatakan bahwa KPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (8) huruf (a) memiliki tugas
kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, perlu ditetapkan
Pejabat Pengadaan barang/ jasa dengan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias
Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9.

10.

11.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2025

Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Selatan Tahun 2023, sebagai berikut:

Nama : James Hendra Patar Siregar
NIP :198006122009021003
Pangkat : Pengatur Tk. I/11I/d
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM.

Pejabat Pengadaan  Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas pokok
dan kewenangan sebagai berikut:

a. Melaksanakan Persiapan dan  pelaksanaan
pengadaan langsung;

b. Melaksanakan  persiapan dan  pelaksanaan
penunjukan langsung untuk pengadaan
barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah);

c. Melaksanakan  persiapan dan  pelaksanaan
penunjukan langsung untuk pengadaan jasa
konsultasi yang  bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
Kepada Pejabat Pengadaan barang/ jasa sebagaimana
Tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium
yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pejabat Pengadaan  Barang/Jasa  sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
\BUPATEN NIAS SELATAN




